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Para ibu Desa Jambidan, Banguntapan, Bantul (5/6)
saat diskusi Pemahaman Hak Asasi Perempuan.

ak bisa disangkal, isu politik selalu menarik bagi
media pers untuk diberitakan kepada khalayak.

Bahkan, saking gefo/-nya media memberitakan isu-
isu politik aktual, banyak realitas sosial luput dari
pemberitaan. Hal itu terjadi mungkin karena dianggap nilai
beritanya (news value) tidak cukup untuk diangkat ke
permukaan, dibanding isu yang sedang berkembang dan
menjadi perbincangan.

Hiruk pikuk politik, baik di lembaga eksekutif,
legislatif maupun yudikatif, bahkan lembaga tinggi negara
juga kisruh di berbagai kepengurusan partai politik
(parpol), seolah sudah menjadi "makanan" sehari-hari bagi
khalayak yang membaca suratkabar maupun menonton
berita di televisi.

Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana berita
politik itu bersinggungan secara langsung bagi
perikehidupan khalayak? Tidakkah selama ini berita politik
muncul di tengah kehidupan masyarakat melalui media
pers itu, sejatinya lebih dilandasi unsur menarik? Di
manakah sebenarnya unsur penting, sebagai salah satu
landasan bahwa sebuah realitas sosial dianggap layak
diberitakan? Tanpa bermaksud menghakimi fakta-fakta
yang sudah diberitakan selama ini, kenyataannya memang
realitas sosial di panggung politik itu lebih banyak unsur
menarik. Sebab, realitas yang diberitakan itu memang tidak
secara langsung bersinggungan dengan kehidupan orang

banyak. Tidak secara langsung berakibat bagi kehidupan
publik. Fakta itu lebih "enak" menjadi perbincangan,
diskusi seperti halnya yang bisa didapatkan khalayak
melalui tayangan-tayangan di televisi dengan topik dialog
atau talkshow.

Tak ada sesuatu yang terasa benar manfaatnya bagi
kehidupan orang banyak. Contohnya, harga kebutuhan
hidup yang semakin mahal, biaya pendidikan yang makin
mencekik dan tak terjangkau rakyat kecil, bahkan
cenderung diskriminatif dan tidak manusiawi. Padahal
pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara yang
sudah seharusnya diperoleh dan untuk itu negara
menyediakannya. Tapi apa kenyataannya? Makin kecil
kesempatan yang bisa diperoleh bagi warga negara tidak
mampu untuk mendapatkan pendidikan yang memadai.
Kesempatan bisa belajar dengan baik, seakan hanya bisa
didapatkan oleh sebagian kecil warga, terutama mereka
yang berkecukupan secara finansial.

Belum lagi masalah lain yang mengusik kehidupan
publik, yakni soal rasa aman. Akibat ketimpangan
kehidupan sosial, di mana-mana melahirkan tindak
kriminalitas. Tak hanya di kota-kota besar, tapi juga terjadi
diberbagai kota di berbagai daerah.

Berdasar laporan harian Kompas edisi 6 Juni 2001,
diketahui bahwa rasa aman publik kini semakin tergerus.
Pada edisi itu, Kompas mewartakan bahwa berbagai
kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi selama ini
menjadi bukti semakin tergerusnya rasa aman dalam
masyarakat. Bahkan rasa aman itu tak muncul saat ada
aparat kepolisian karena aparat Polri juga menjadi sasaran
kejahatan.

Fenomena menipisnya rasa aman publik itu terasa
dalam tiga tahun terakhir. Hal itu tampat dari maraknya
kasus kekerasan, terutama perampokan, pembunuhan dan
penyerangan terhadap aparat Polri dengan pelaku
menggunakan senjata api. Kasus-kasus itu terjadi mulai
dari Sumatera hingga Papua.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana
semestinya media menyikapi fenomena seperti itu?
Salahkah jika media hanya mewartakan hiruk pikuk
politik? Jawabnya tentu tidak ada keharusan bagi media
pers. Mereka bebas memilih fakta macam apa yang sesuai
dengan standar kelayakan medianya. Sebab, bagi media,
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DAPUR INFO

RAPAT RUTIN PROGRAM FF

ulan ini rapat rutin anggota kolaborasi

dilaksanakan pada Senin, 13 Juni 2011 di LP3Y.

Seperti biasa, acara dihadiri oleh anggota IDEA
(Institute of Development and Economic Analysis), Asppuk
(Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) dan LP3Y
(Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Yogya)
sebagai tuan rumah. Acara yang berlangsung dari pukul
11.00 WIB hingga sekitar pukul 14.00 WIB tersebut
membahas berbagai persoalan yang melingkupi masing-
masing lembaga. Berikut catatan redaksi Newsletter
tentang diskusi tersebut:

Kegiatan IDEA

m [DEA menyelenggarakan kegiatan Pusat Belajar
Anggaran (PBA) di Bantul, dan produk Ford
Foundation (FF) Budget Resource Center di Gunung
Kidul. Anggota kegiatan tersebut JARPUK, JARAK,
dan Mahasiswa Bantul. Mereka membantu proses
advokasi planning and budgeting di Kabupaten
Bantul. Dalam proses tersebut Marjudin dari Radio
Komunitas Sadewo sebagai koordinatornya. PBA
dideklarasikan pada27 Mei 2011.

B Jejaring FF merevisi Peraturan daerah (Perda)
Transparansi Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan
karena Perda tersebut belum operasional, ini
disebabkan peraturan bupati belum ada sehingga perlu
amandemen Perda. Kegiatan pembahasan tersebut
akan dianggarkan IDEA melalui anggaran village
meeting.

realitas sosial yang diangkat menjadi informasi itulah yang
akan mencerminkan seperti apa "sosok" media tersebut.

Masyarakat berhak menilai, untuk kemudian memilih
dan memilah, media seperti apa yang dibutuhkan.
Sedangkan bagi pengelola media, pilihan atas unsur
penting-menarik, menjadi tarik ulur. Ada faktor pasar bagi
media itu di satu pihak, juga ada tuntutan tentang idealisme
dalam menyuarakan kepentingan publik di pihak lain.
Persoalan semacam ini kadang menjadi dilema. Namun,
dengan cita-cita yang dimilikinya, media tentu mempunyai
alasan dan standar tersendiri mengapa memilih fakta A
yang menarik dan tidak memilih fakta B yang sebenarnya
lebih penting bagi kehidupan publik.

Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi media pers
kini semakin nyata. Dengan memasuki era keterbukaan
pasca reformasi, tekanan terhadap media di zaman
pemerintahan orde baru, tentu tidak berlaku lagi. Kini
saatnya media mengedepankan akal sehat dan rasionalitas
bagi khalayaknya, terutama dalam menyuguhkan realitas
sosial di tengah kehidupan publik itu menjadi informasi
yang tentu saja diharapkan lebih bernilai bagi kehidupan
secara langsung.
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B Kegiatan village meeting di Desa Wonolelo yakni
terbentuk multi stakeholders, namun orangnya masih
itu-itu saja. Sedangkan di Desa Gilangharjo, masuk ke
kelompok PKK dengan anggaran village meeting
untuk pertemuan rutin.

B Kegiatan village meeting di Desa Mulyodadi tentang
pelatihan entry data program MID. Sedangkan di Desa
Srihardono, diselenggarakan dua kali pertemuan
village meeting tanpa hadir kelompok perempuan.
Baru sosialisai MID.

m  Kegiatan di Desa Jambidan, kelompok pertemuan
baru akan didorong seperti di Desa Gilangharjo. Pada
tingkat desa kegiatan ini sudah ada tetapi belum
termasuk multi stakeholders (kelompok perempuan).

®  Hingga bulan Puasa, selain proses Village meeting,
IDEA akan menyelenggarakan pelatihan Partcipatory
Budgeting di awal Juli dengan calon partisipan 4-5
orang per desa, sechingga jumlah keseluruhan 25
orang. Pertemuan Participatory Budgeting ini akan
diselenggarakan selama 3 hari (tidak menginap) di
Rumah Makan Parangtritis.

m  [DEA juga akan menyelenggarakan Workshop
indikator pro-poor dan pro-gender untuk tiga
kabupaten (Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman) pada
akhir Juli. Worskhop ini rencananya akan bekerja
sama dengan surakabar Kedaulatan Rakyat. Hasil dari
workshop ini akan menjadi model pembagian
anggaran provinsi ke kabupaten.

Sambungan dari halaman 1

Berita tentang kisruh partai politik dengan satu tokoh
semacam Nazaruddin yang memborbardir masyarakat di
ruang pandang dan dengar melalui media, misalnya, tentu
tidak berarti apa-apa bagi seorang pekerja informal yang
setiap hari harus berjuang mempertahankan hidupnya yang
makin keras dan sulit. Pun berita tentang keprihatinan
sebagian orang yang merasakan bahwa negeri ini pada
kenyataannya memang memiliki seorang presiden, namun
sejatinya tak punya pemimpin, juga tidak bisa dirasakan
sama oleh setiap orang. Artinya, realitas hidup warga
masyarakat tidaklah selalu berbanding lurus dengan
pemberitaan media. Itu artinya, masih banyak realitas
sosial yang tentu saja layak dipilih untuk kemudian
diberitakan. Seperti berita tentang rasa aman yang makin
tergerus itu, bagaimana pun melalui fakta empiris yang
digali dari tengah realitas masyarakat, pers bisa memberi
warning, atau setidaknya informasi, bahwa persoalan rasa
aman dan hak hidup warga merupakan persoalan besar,
bukan hanya berita intrik politik yang jauh dari kehidupan
publik. (awd)
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m  [DEA juga melontarkan Perubahan program yang
berkaitan dengan anggaran seperti Buku menjadi
Komik dan Film, Kalender penganggaran menjadi
Display dan Iklan Layanan Masyarakat di radio.

Kegiatan ASPPUK

B Laporan kegiatan Asppuk tentang lima Lembaga
Keuangan Perempuan (LKP) sudah menggabungkan
diri dengan membayar Rp 5 juta per LKP, dengan
Simpanan Wajib untuk anggota Rp 100.000 per bulan
yang akan dibayar mulai akhir Mei. Anggota baru
Koperasi sekunder yakni 8 LKP yang terdiri dari 6
LKP Bantul, 2 LKP Surabaya dan 1 LKP Semarang.

m  Kegiatan (Jaringan Perempuan Usaha Kecil)
JARPUK yakni Penguatan kader lokal, minimal setiap
pertemuan 25 orang. Isu yang berkembang masih
seputar isu internal, belum mencapai taraf kabupaten.
Isu besar bulan Juli adalah recovery gempa Bantul
melalui program kolaborasi FF.

B Asppuk juga melakukan penguatan forum Gugus
Belajar Perempuan dengan mengundang Rifka Annisa
dan dri LBH.

B Perkembangan terakhir tentang LKP di Dusun
Warungpring yang dulu bermasalah, sekarang sudah
ditangani. Pada pertemuan Mei lalu, anggota yang
hadir hanya 52 orang dari 109 yang diundang.
Kesepakatan pada pertemuan tersebut yakni pengurus
lama akan bertanggungjawab dengan menanda-
angani surat bermeterai. Permasalahan keuangan ini
akan diselesaikan hingga Juni 2011.

B Asppuk juga mneyelenggarakan penguatan LKP di
awal Mei 2011. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel
Matahari dan dihadiri 39 orang dari 18 LKP se-jawa).

m  Selain itu Asppuk juga menyelenggarakan Pelatihan
di Desa Mulyodadi tentang Kewirausahaan pada 6-8
Juni. Hal ini mengenai kebutuhan masyarakat terkait
dengan kebutuhan pasar, rintisan usaha, pelebelan.
Acara ini pun dihadiri 28 orang. Pada acara ini Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
memfasilitasi gratis izin PIRT (Pangan Industri
Rumah Tangga) kepada lima orang dari lima desa.

Pelatihan ini juga akan diselenggarakan di Desa
Gilangharjo pada 16-18 Juni.

m  Partisipasi Asppuk pada kegiatan Bantul Expo pada
14-16 Juli tentang diskusi publik dan pameran.

m  Asppuk akan menyelenggarakan Konsolidasi
JARPUK dengan beberapa kabupaten se-Jawa pada
Juli2011 dengan berlokasi di Bantul.

Diskusi

B Pertemuan bersama Recovery Gempa Bantul
pertengahan Juli (Hari Koperasi) direncanakan
bersama. IDEA juga mengadakan Village Meeting
lima desa pada peringatan tersebut dengan bertema
Koperasi. Talk show dengan siaran melalui liputan
rakom atau bersama radio Persatuan.

B Desa Srihardono menjadi dusun yang unik karena
partisipasinya pada program ini sangat rendah/sulit.
Solusi, akan dicari warga desa dari luar Klisat (Gulon
dan sebagainya).

Kegiatan LP3Y:

m  Perlu panduan tentang belajar anggaran agar bisa
disosialisasikan lewat media warga dengan bahasa
sederhana.

m  Media warga Krida sekarang malah susah
menampung tulisan yang terus bertambah banyak.
Desa Srihardono belum berkonstribusi, sehingga tidak
ada wakil dan kegiatannya di redaksi Krida.

B Masih ada kesulitan menerjemahkan bahasa program
kegiatan ke bahasa sederhana sehari-hari.

m  [ogo Sadewo dan Swadesi sudah dipasang di Krida.

B Krida Sudah memiliki blog dengan alamat
www.korankrida.blogspot.com

B Respon dari warga positif, karena juga dibaca oleh
bapak-bapak.

B Perkembangan Radio komunitas (Rakom) di Desa
Gilangharjo, sudah mulai bergerak mengambil Akte
Notaris untuk dicatatkan di Pengadilan Negeri Bantul.
Sedangkan di Desa Mulyodadi tergantung pada pak
Djono (Kadus), padahal Akte Notaris sudah jadi.

m Rakom Sadewo Juli akan EDP dan dilakukan di
Wonolelo di studionya. (srs)

Foto Ismay g
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Anggota kolaborasi saat rapat rutin bulanan di LP3Y, senin (13/6)
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Kasus Nazaruddin dan keterlibatan Partai Demokrat

Bukan Persoalan Terpenting

Jjurnalkota.com

asus Nazaruddin semakin gencar diberitakan

belakangan ini. Sejak namanya dikaitkan dengan

asus korupsi pembangunan wisma atlet, ia lantas

menghilang. Namun, kuat kesan bahwa partainya, Partai

Demokrat, justru berusaha melindungi sang Bendahara
Umum ini.

Kasus tersebut menjadi salah satu topik hangat
pemberitaan karena menghilangnya Nazaruddin
menguatkan dugaan ia memang terlibat tindakan korupsi.
Kemudian, munculnya kesan bahwa Partai Demokrat
berusaha melindungi sang bendahara, mencuatkan
anggapan bahwa dugaan tindakan korupsi oleh Nazaruddin
tidak dilakukan hanya demi memperkaya diri sendiri,
melainkan juga demi kepentingan pihak lain, bisa partai
atau petinggi partai.

Jika semua itu benar, berarti Nazaruddin memanfaatkan
posisi partainya, partai yang sedang berkuasa, untuk
melakukan tindakan korupsi. Dan yang mendapat
keuntungan dari tindakan korupnya itu bukan hanya
dirinya, tetapi juga partainya. Sebab itu, tidaklah
mengherankan apabila kemudian kasus Nazaruddin
menjadi salah satu topik hangat dalam pemberitaan media
massa, termasuk suratkabar.

Meski demikian, tindakan korupsi bukan lagi sesuatu
yang baru di negeri ini. Korupsi adalah penyakit kronis
yang telah sangat lama diidap bangsa ini. Sudah mengakar
di mana-mana, sampai kini belum tersembuhkan. Jadi,
sekalipun melibatkan partai penguasa, tidak ada yang
istimewa dalam hal itu.

Dengan kata lain, kasus Nazaruddin ini lagi-lagi hanya
menambah deretan bukti atas kebenaran pernyataan Lord
Acton bahwa kekuasaan itu memang cenderung korup.
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Justru yang istimewa adalah kalau partai penguasa sama
sekali bersih dari tindakan korupsi.

Karena bukan sesuatu yang baru apalagi istimewa, maka
kasus Nazaruddin sekalipun gencar diberitakan, tidak harus
menjadi berita utama (headline) pada halaman muka
suratkabar. Apakah benar demikian? Dalam rumusan lain,
pertanyaan yang melatarbelakangi tulisan ini adalah
sebagai berikut:  Apakah Kasus Nazaruddin dinilai
suratkabar merupakan persoalan paling penting untuk
diketahui khalayak sehingga diangkat menjadi berita utama
(headline)? Seberapa sering kasus itu dijadikan berita
utama?

k %k %k

Setiap kali terjadi peristiwa berdampak buruk dalam
kehidupan bangsa ini, besar kemungkinan peristiwa
tersebut menjadi berita. Ungkapan bad news is good news
berlaku di sini. Apa yang buruk bagi bangsa, menjadi berita
baik, sesuatu yang layak diberitakan. Berita tentang
peristiwa seperti itu akan menarik perhatian khalayak, laku
dijual.

Meski demikian, suratkabar memberitakan suatu
peristiwa besar yang berdampak buruk bukan semata-mata
berdasarkan pertimbangan bahwa berita mengenai
peristiwa tersebut akan meningkatkan daya jual. Ada
fungsi lain yang hendak dijalankan, yakni fungsi sebagai
watch dog. Artinya, merupakan kewajiban atau tugas luhur
memberitakan sesuatu yang buruk bagi bangsa.

Di satu sisi itu akan mengingatkan pihak yang berwajib
agar segera bertindak mengatasi hal buruk itu sehingga
tidak menimbulkan dampak lebih parah bagi bangsa. Di sisi
lain berita semacam itu akan menumbuhkan kesadaran
khalayak, baik untuk menghindari dampak maupun untuk
menggalang desakan agar pihak yang berwajib agar segera
berbuat sesuatu jika ternyata yang disebut belakangan ini
diam saja.

Semakin besar dan luas dampak suatu peristiwa sebagai
realitas, semakin besar peluang berita tentang peristiwa itu
dijadikan berita utama (headline) pada halaman muka
suratkabar. Dengan menjadikan berita tersebut sebagai
berita utama, itu mengandung maksud bahwa realitas
tersebut dinilai perlu mendapat perhatian lebih dibanding
yang lain. Dan kalau suatu realitas yang sama menjadi
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berita utama selama beberapa hari berturut-turut, berarti
realitas tersebut perlu mendapat perhatian terus-menerus.

Sebagaimana dikemukakan Entman, menetapkan berita
tentang suatu peristiwa menjadi berita utama merupakan
upaya suratkabar untuk membuat informasi tentang
peristiwa tersebut menjadi lebih bermakna, lebih menarik,
atau lebih diingat oleh khalayak. (Robert M Entman,
Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,
Journal of Commnucation, Vol. 43, No. 4, 1993, hal. 52,
dalam Politik Media Mengemas Berita, Bimo Nmugroho,
dkk, Institut Studi Arus Informasi, 1999).

Dengan demikian, realitas yang diberitakan akan tampil
secara lebih mencolok sehingga berpeluang lebih besar
untuk diperhatikan khalayak. Penempatan berita terkait
menjadi berita utama pada halaman muka, disertai
pemaparan berbagai aspek yang didukung oleh infografis,
terlebih lagi jika diberitakan ulang beberapa kali sebagai
berita utama, akan lebih kuat memengaruhi pemahaman
khalayak atas realitas yang diberitakan dan dengan
sendirinya menyebabkan akan lebih lama pula persoalan
tersebut diingat khalayak.

Akan tetapi, setiap suratkabar memiliki kebebasan untuk
menentukan realitas mana yang akan diangkat menjadi
berita utama pada halaman muka. Politik keredaksian yang
berbeda satu sama lain menyebabkan kriteria kelayakan
yang diterapkan untuk menentukan realitas yang layak
menjadi berita utama tersebut akan berbeda pula.

Maka, menyangkut realitas apa yang diangkat oleh
beberapa suratkabar menjadi berita utama pada halaman
muka pada hari berturutan akan mengikuti salah satu dari
kemungkinan berikut. Pertama, realitas yang sama
dijadikan berita utama oleh beberapa suratkabar pada hari
yang sama. Kemungkinan seperti ini biasanya berlaku saat
terjadi peristiwa luar biasa, seperti bencana berskala besar,
bom bunubh diri di Bali, dan lain-lain.

Kedua, realitas yang dijadikan berita utama oleh
beberapa suratkabar berbeda satu sama lain pada hari yang
sama. Kemungkinan ini berlaku manakala tidak ada
peristiwa luar biasa terjadi. Setiap suratkabar bebas
memilih realitas yang diangkat menjadi berita utama,
sesuai politik keredaksian masing-masing.

Ketiga, meski telah menjadi berita utama sehari
sebelumnya, realitas yang sama kembali menjadi berita
utama pada hari berikutnya, sepanjang kriteria kelayakan
sesuai politik keredaksian masih terpenuhi. Peristiwa
bencana akibat letusan Merapi, sebagai contoh, selama
beberapa hari berturut-turut menjadi berita utama
suratkabar.

Keempat, realitas yang diangkat menjadi berita utama
pada hari berikutnya selalu berbeda dibanding hari
terdahulu. Kemungkinan ini berlaku apabila tidak ada
peristiwa yang memenubhi persyaratan untuk kemungkinan
pertama dan ketiga.

Perlu dicatat di sini, berdasarkan perbedaan politik
keredaksian masing-masing, sekalipun bagi suratkabar lain
suatu realitas dianggap bukan sesuatu yang luar biasa, suatu
suratkabar bebas menjadikan realitas yang pada hari
sebelumnya telah diangkat sebagai berita utama kembali
dijadikan berita utama sehari berikutnya. Bahkan kalau
perlu beberapa hari berturut-turut.

Melalui pilihan realitas yang diangkat menjadi berita
utama sebagaimana digambarkan di atas, serta apakah
realitas yang sama itu diangkat kembali sebagai berita
utama pada hari berikutnya atau tidak, bisa digunakan
sebagai petunjuk untuk memahami perbedaan sikap suatu
suratkabar terhadap realitas tertentu.

* ok ok

Sekarang, untuk menjawab apakah Kasus Nazaruddin
dijadikan berita utama (headline) oleh suratkabar, serta
seberapa sering kasus tersebut menjadi berita utama, ada
baiknya disajikan hasil pengamatan berikut.

Pengamatan dilakukan terhadap empat suratkabar, yaitu
Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia dan Republika.
Keempat suratkabar yang beredar secara nasional ini
dipilih semata-mata secara acak, serta alasan ketersediaan
suratkabar yang akan diamati.

Pengamatan terhadap masing-masing suratkabar
dilakukan untuk 18 edisi, yaitu terbitan dari tanggal 6 Juni
hingga 20 Juni 2011. Obyek pengamatan adalah berita
utama (headline) setiap edisi. Pencatatan dilakukan saat
setiap kali kasus Nazaruddin menjadi berita utama setiap
suratkabar pada setiap edisi. Adapun hasil pengamatan
adalah sebagai berikut:

Frekuensi Kasus Nazaruddin menjadi Berita Utama
Pemuatan 6 - 20 Juni 2011

No. Suratkabar (uru_tan Frekuensi Tanggal Pemuatan
berdasarkan abjad) &8
1 | Kompas 2kali | 10dan 11 Juni 2011
2 | Koran Tempo 10kali | 06- 11 Juni, 14 Juni, 16 - 18 Juni
3 | Media Indonesia 7kali | 06-11 Juni, 12 -13 Juni, 18 Juni
4 | Republika I kali | 19 Juni

Ada catatan yang perlu dikemukakan terkait dengan
hasil pengamatan di atas, mengingat terungkapnya kasus
ini sudah diberitakan sebelum pengamatan, yaitu sekalipun
tidak dijadikan berita utama pada halaman muka, bukan
berarti peristiwa lanjutan terkait Kasus Nazaruddin tidak
diberitakan sama sekali. Ini berlaku baik untuk Harian
Kompas dan Republika, yang berdasarkan pengamatan
paling sedikit menjadikan Kasus Nazaruddin sebagai berita
utama.

Bersambung ke halaman 9

Edisi: Juni 2011 | 5



SPECIAL INFO

Upaya Media Mewacanakan
Nilai Kejujuran

republika.co.

1 negeri yang sebagian masyarakatnya masih

hidup dalam kultur paternalistik ini ada satu hal

penting yang harus diwaspadai media. Hati-
hatilah memberi ruang bagi negara, khususnya bagi pejabat
negara/pemerintahan untuk bicara.

Ketika pejabat pemerintahan/negara mendapat ruang
yang cukup atau bahkan berlebih untuk bicara, apalagi
tanpa upaya memberikan pandangan kritis, maka sebagian
publik akan menganggap bahwa yang disampaikannya
merupakan kebenaran.

Kasus Siami memberikan pelajaran penting bagi media
tentang bagaimana memberi ruang kepada pejabat
pemerintah untuk bicara dan bagaimana seharusnya media
memberi ruang bagi substansi persoalan.

Dari sisi kelayakan berita (newsworthy) konvensional,
Siami bukanlah siapa-siapa. Dia adalah ordinary people.
Bukan seseorang yang memiliki nilai prominence
(keterkenalan). Dia juga bukan seorang penemu (inventor)
ia hanya penjahit. Bukan juga seseorang yang telah
mengukir prestasi di bidang tertentu. Siami hanyalah
seorang ibu dari seorang anak siswa SD di salah satu bagian
kota Surabaya.

Siami menjadi berita di media massa, cetak dan
elektronik, karena persoalan yang diangkatnya.

Awal Juni, Siami (32), menjadi berita karena ia diusir
warga Kampung Gadel, Surabaya. Pengusiran berawal dari
tindakan Siami melaporkan kecurangan massal saat ujian
nasional (UN) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gadel II
Surabaya, ke Dinas Pendidikan Surabaya. Inti laporannya
adalah, Alifah Ahmad Maulana, anak Siami, diperintahkan
guru memberikan contekan kepada teman-temannya saat
UN Mei lalu. Anak Siami ini terpandai di kelasnya.
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Menyikapi laporan tersebut, Walikota Surabaya
membentuk tim independen untuk memeriksa kebenaran
laporan Siami. Hasilnya, yang dilaporkan Siami benar.

Akibat laporan tersebut kepala sekolah dan dua guru
mendapat sanksi penurunan pangkat 1-3 tahun dan tidak
bisa menjabat kepala sekolah maupun guru. Kejelasan
nasib siswa peserta ujian juga, pada saat itu, menjadi
pertanyaan: apakah harus menjalani ujian ulang atau tidak.

Laporan tentang kecurangan tersebut rupanya dibenci
warga Gadel. Sebagian warga Gadel yang mengusir Siami
adalah orangtua/wali dari siswa kelas VI SDN Gadel atau
teman-teman sekelas Alifah. Ada kekhawatiran pada
mereka, akibat laporan tentang contek masal itu ujian
diulang dan kemungkinan akan berdampak pada kelulusan
anak-anak mereka.

Siami tak punya pilihan. Ia bersama suami dan anaknya,
mengungsi ke Gresik, untuk menenangkan diri sambil
menunggu pengumuman hasil UN anaknya.

Mengenai tindakannya yang berbuah pengusiran Siami
mengaku tak menyesalinya. Menurut dia, sebelum
mengungkapkan soal contek masal dia merasa terbebani.
Baginya, selama yang dilakukannya diyakini benar, dia
yakin Tuhan akan melindunginya.

Penting menjadi catatan bahwa untuk kasus ini media
tidak mengangkat dari sisi sensasi, yaitu sekadar
melaporkan peristiwa pengusiran terhadap seorang warga
dan membuat reportase yang sekadar menggugah keharuan
pembaca setelah membaca kisah Siami sebagai human
interest strory. Sejumlah media sepertinya sepakat
mengangkat substansi persoalan, yaitu tentang penyikapan
terhadap sebuah nilai, yakni kejujuran.

S PECIAL INFO

Media ingin mempertunjukkan kepada publik bahwa,
pertama di dunia pendidikan nilai-nilai luhur bernama
kejujuran sudah tergerus, bahkan pelakunya adalah
pendidik. Kedua, sebagian masyarakat melihat bahwa
kejujuran bukan sesuatu yang penting, justru menjadi
ancaman. Ini terbukti dari fakta orang yang menjunjung
tinggi nilai-nilai kejujuran justru dimusuhi bahkan tidak
mendapat tempat di antara mereka. Sosok Siami menjadi
anomali.

Selama beberapa hari media mengangkat kasus Siami
dengan sikap sama: memihak kepada Siami sebagai bentuk
pemihakan terhadap nilai kejujuran.

Berita-berita dengan judul seperti berikut, Laporkan
Kecurangan UN Berbuah Pengusiran (Media Indonesia,
10 Juni 2011, hal 1), Jujur Pun Tersingkir dari Rumahnya
(Kompas, 15 Juni 2011 hal 1), Berikan Insentif kepada
Kejujuran (Media Indonesia, 17 Juni 2011, hal 1), Tragedi
Gadel Cermin Bangsa Sakit (Media Indonesia, 14 Juni
2011, hal 16), intinya sama, yaitu menunjukkan kepada
publik bahwa perilaku yang melukai kejujuran merupakan
tindakan yang menyimpangi etika. Di sisi lain, media
mengajak publik untuk memihak kepada upaya
penegakkan nilai-nilai kejujuran.

Melalui berita-berita tersebut publik menangkap kesan
bahwa media massa memang mengajak publik untuk
kembali menghargai kejujuran sebagai nilai yang harus
dijunjung tinggi, bukan dimusuhi. Melalui berita Berikan
Insentif kepada Kejujuran misalnya, media mempertegas
ajakan tersebut.

Namun, tidak bisa dihindari bahwa ada media yang
masih gamang dalam menempatkan diri menyikapi kasus
Siami. Di antara media yang gamang tersebut adalah
televisi yang berulang-ulang menyiarkan cuplikan
pernyataan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh bahwa
tidak terjadi yang namanya contek massal sebagaimana
dilaporkan Siami.

Pernyataan Menteri Pendidikan tersebut merupakan
reaksi terhadap pemberitaan media yang relatif massif
bahwa telah terjadi contek masal di SDN Gadel seperti
dilaporkan Siami.

Sepintas pernyataan Menteri Pendidikan masuk akal
sebab dia menunjukkan argumentasi teknis berupa hasil
analisis terhadap jawaban UN siswa sekolah tersebut yang
tidak menunjukkan pola jawaban serupa. Bagi Menteri
Pendidikan, pola jawaban ini sudah cukup membuktikan
bahwa tidak terjadi contek masal.

Tayangan berulang-ulang televisi tentang pernyataan
Menteri Pendidikan tersebut bisa meruntuhkan keyakinan
sebagian publik tentang kebenaran laporan Siami. Bahkan,
bisa mementahkan upaya media memihak pada Siami yang
berjuang menegakkan nilai kejujuran. Artinya, penayangan

seperti itu menjadi kontra-produktif terhadap upaya media
mewacanakan pemihakan terhadap nilai kejujuran.

Hal tersebut bisa terjadi karena bagi sebagian
masyarakat sosok pejabat pemerintah, apalagi seorang
menteri, hampir selalu dianggap lebih benar dibandingkan
dengan seorang warga biasa seperti halnya Siami. Ini harus
diakui merupakan sisi buruk dari kultur paternalistik yang
dianut sebagian bangsa ini.

Jika pengelola salah satu televisi tersebut memahami
benar efek dari penayangan berulang-ulang pernyataan
Menteri Pendidikan terhadap upaya penegakan nilai-nilai
kejujuran, tentulah “kekeliruan” tersebut tak akan terjadi.
Seandainya pun menayangkan argumentasi yang seolah-
olah rasional itu, televisi tersebut akan menyertakan dalam
paket yang sama argumentasi logis dari fakta lapangan
yang meruntuhkan logika Menteri Pendidikan.

Argumentasi logis tersebut adalah fakta bahwa tidak
ada gugatan atas dikenakannya sanksi terhadap kepala
sekolah dan guru. Jika laporan Siami tak terbukti, tentulah
kepala sekolah dan dua guru SD Gadel akan menggugat
Dinas Pendidikan Surabaya yang telah menjatuhkan sanksi
terhadap mereka. Bahkan Menteri Pendidikan pun bisa
memperkarakan pejabat Dinas Pendidikan Surabaya yang
telah memberi sanksi, jika memang laporan Siami tidak
benar seperti dinyatakan Menteri Pendidikan berulang kali.

Menyandingkan pernyataan Menteri Pendidikan
dengan temuan tim independen pencari fakta kasus UN
SDN Gadel II juga semestinya dilakukan pengelola televisi
tersebut agar publik bisa menilai lebih rasional.

Bertolak belakang dengan penayangan salah satu
televisi tersebut, apa yang disodorkan Media Indonesia
melalui berita Keputusan Nuh Pembelaan pada
Ketidakjujuran (Minggu, 19 Juni 2011, hal 3) menunjukkan
konsistensi media memihak pada penegakan kejujuran.
Suratkabar ini tetap memberi ruang bagi pemerintah, dalam
hal ini Menteri Pendidikan Muhammad Nuh untuk
menyampaikan versinya mengenai kasus contek masal di
SDN Gadel II. Namun, kepada publik disodorkan
argumentasi rasional berbasis fakta bahwa sesungguhnya
Menteri Pendidikan telah terang-terangan memihak pada
kecurangan.

Pernyataan Menteri Pendidikan bahwa tidak terjadi
contek masal yang hanya berdasarkan analisis pola
jawaban ujian, yang dimaksudkan mementahkan laporan
Siami, disandingkan dengan fakta temuan tim independen
yang terdiri dari pakar pendidikan ITS, Ketua Dewan
Pendidikan Jawa Timur dan praktisi hukum. Suratkabar ini
menunjukkan fakta bahwa tim independen menemukan
telah terjadinya menyontek masal dan itu dilakukan secara
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INFO KOLABORASI

Foto Ismay

Para ibu Desa Jambidan, Banguntapan, Bantul pada
Pertemuan Gugus Belajar (5/6) di rumah Ibu Hantik.

INFO KOLABORASI

Kasus .....

Lantas, apa penafsiran yang dapat dikemukakan
berdasarkan hasil pengamatan tersebut?  Pertama,
Republika, yang berdasarkan pengamatan paling sedikit
menjadikan Kasus Nazaruddin sebagai berita utama (hanya
sekali), menunjukkan kecenderungan tidak
mengkategorikan kasus tersebut sebagai peristiwa luar
biasa yang perlu lebih sering dijadikan sebagai berita
utama.

Kedua, Harian Kompas tidak jauh berbeda dengan
Republika. Kasus Nazaruddin sebagai berita utama hanya
dua kali. Namun, berdasarkan pengamatan, kasus ini
menjadi berita utama pada hari yang berturutan (Demokrat
Tak Bisa Menjamin, Jumat, 10-06, serta Nazaruddin
Membangkang, Sabtu, 11-06).

Ketiga, berbeda dengan kedua suratkabar di atas, Koran
Tempo dan Media Indonesia paling sering menjadikan
Kasus Nazaruddin sebagai berita utama, masing-masing 10
dan 7 kali. Jadi, kedua suratkabar ini menunjukkan
kecenderungan yang mengkategorikan kasus tersebut
sebagai persoalan yang perlu terus-menerus diperhatikan.
Dan apabila dicermati, kedua suratkabar ini bahkan
menjadikan Kasus Nazaruddin sebagai berita utama selama
enam hari berturut-turut, 6 - 11 Juni 2011. Artinya, selama
enam hari berturut-turut, kedua suratkabar itu menganggap
tidak ada persoalan lain yang lebih penting dibanding
Kasus Nazaruddin.

Upaya ....

sistematis. Sekolah pun bahkan, menurut tim independen,
mengadakan gladi resik menyontek masal. Tak hanya itu,
ada praktik bullying terhadap anak Siami dari guru dan
sesama temannya jika tidak memberikan contekan.
Mengutip pernyataan seorang budayawan, suratkabar
ini menunjukkan bahwa sikap Menteri Pendidikan tak lebih
sebagai upaya meredam amarah para wali murid terhadap
Siami yang telah membocorkan adanya praktik kotor di
sekolah anaknya. Menteri Pendidikan sama sekali tidak
menunjukkan pembelaan terhadap Siami yang berupaya
menegakkan kejujuran. Dia justru bisa dinilai melegitimasi
sikap dan tindakan para wali murid, tetangga Siami, yang
mengecam dan mengusir Siami karena telah berlaku jujur.

Sambungan dari halaman 5

Keempat, mengapa Republika dan Kompas ternyata
tidak sering menjadikan Kasus Nazaruddin sebagai berita
utama selama pengamatan, bisa dimaknai bahwa ada
persoalan lain yang dianggap lebih penting dibanding kasus
tersebut atau ada sebab lain. Apa saja persoalan yang
diangkat menjadi berita utama kedua suratkabar itu, serta
mengapa Kasus Nazaruddin tidak sering dijadikan berita
utama, sudah diluar cakupan pembahasan tulisan ini.

Kelima, pertanyaan mengapa Koran Tempo dan Media
Indonesia lebih sering mengangkat Kasus Nazaruddin
menjadi berita utama, dan mengapa bahkan dijadikan berita
utama selama enam hari berturut-turut, serta apakah pada
setiap edisi yang diungkap adalah fakta terbaru dari
lapangan dan bukan hanya pernyataan-pernyataan, juga
tidak termasuk cakupan pembahasan tulisan ini.
Pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui suatu penelitian.

Singkat kata, pengamatan sederhana ini meng-
isyaratkan Kasus Nazarudin yang menjadi prahara bagi
Partai Demokrat sebagai partai penguasa yang selama ini
dikenal tekun mempraktikkan politik pencitraan, agaknya
bukan persoalan terpenting. Ini bisa dipahami, sebab
korupsi memang bukan lagi borok baru di negeri ini.
(rondang pasaribu)

Sambungan dari halaman 5

Kasus Siami ini memberikan pelajaran penting bagi
media, bahwa memberi ruang bagi aparatur negara tidak
serta merta hanya karena ingin menerapkan asas
keberimbangan. Penyajian yang kritis dengan meng-
hadirkan fakta-fakta untuk mengkritisinya tetap harus
menjadi pertimbangan. Dengan demikian publik tidak
mentah-mentah menelan argumentasi pejabat pemerintah,
melainkan mencernanya secara rasional. Begitu pula,
ketika media ingin menyampaikan pemihakannya terhadap
sebuah nilai, maka itupun harus disertai dengan fakta-fakta
yang bisa dikaji publik secara rasional pula. (dedi h
purwadi)

Redaksi Newsletter Mengucapkan

Maorbcban Ya Ramadban

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1432 H

Foto Ismay

LBH yang diwakili Haniy Astiyanto, S.H dan Rekan saat sosialisasi
Hak-hak Perempuan pada pertemuan gugus belajar di Desa Jambidan (5/6)
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